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Abstrak
Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya
sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di lndonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari
masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode
t[]DS 1950, nasa setelah dekit Pr€siden 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah ana.nden€n yang
keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin m€wujudkan lembaga ),udikatif sesuai cita-cita
bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hul(um. Faktor pengharnbat dalam
pencapaian independensi darj lembaga peradilan tidak hanya dari shi penegak hukurnnya (/dlt
enhrcement),ret^pijneadai substansi hukum danbualayah (urn, baik budaya hukurn penyelenggara
n€gara, penegak hukum, penerap huLum, danjuga masyarakat pada umumnya yang belum menduleng
untuk terwujudnya negara hukm dan supremasi hukun yang dicita-citakan.
KLt^ Krnci: ludikatiJ independen, supremasi hukn4
I. PENDAHI]LUAN
Pembangunan hukum mengandung maloa ganda. Pertarn4 ia bisa diartikan sebagai $tatu
usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk
melayani rnasyarakapadatingkat perkembangannyayang muUktir, suaupengertianyang biasarrya
disebut sebagai modemisasi hukum. Kedua, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk
memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan caxa turut mengadakan
perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutulkan oleh suatu masyarakat yang sedang
membargun (Satj ipto Rahardjo. 200s:23).
Pendapat di atas sejalai dengan materi larliah yang disampaikan baik oleh BardaNawawi
AriefmaupmAriefHidaya! bahwapembangunanhukum dapat dithat dari dua sisi, yaitu dari sisi
peml]|.nt?m (kw refonnlcw n akhg) dan sisi implementasinya atau penegakan hukumnya dap
enforcement) yang disesuaikan dengan ilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Sistem
Hukum Nasional (SISKUMNAS) dar Pembangrman Hukum Nasional @ANGKUMNAS)(Bahan KuliahpadaPDIHKPKUndip-Unila 2009/2010).
Indonesia diidealkan dan diicita-citakan oleh the/o undingfather *bagu suahr negara
hvklim (Rechtsstaat/Ihe tule ofLa ).IIIJD 1945 dalanPasal I ayat (3) menegaskan, bahwa"
Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal I Ayat 3 IIUD NRI 1 945), namun selama ini
belumpemah dirumuskan secamkomprehensi{ yang adahanyapembangunan hukumyang bersifat
sektoral (JimlyAsshyidiqie, 2009:5).
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Tulisan ini difokuskan pada rlinamika lembaga)udikadfdatam pcmbanguaan hukun nasional. Ini
dilatar belakangi pada kcnyataannya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1 94 5 baik sebelum diamandemen maupun set€lah diamandemen, keberadaan
lembaga yudikatifdiakui sebagai suatu lembaga i.ndependen yang merupakan salah satu ciri dari
negara hukum. yaitu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebaliknya dalam
implementasinya keberadaan lembagateNebut sering kali mcnjadi sorotan masyamkat karena
kemumian dari sifat independerurya dicemai dengan adarya campur tangan dari lembegalembaga
lain, baik lembaga eksekutifmaupun legislatif. Berdasarkan pemikran di atas masalah dalam
disan ini adalab Bagairnanakah <tinamika lembaga ludikatifdalam pembangunan hukum nasional
Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah yang mengharnbat ufluk mewujudkan lembaga yudikatif
yang independen?
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilalukan dengan menggunakan pendekatan 1ttidis normatifarau penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan cam meneliti bahan pustaka denganj enis data sekunder,
yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa ULID 1945, LIIID RlS, UUD'S, Dekit
Presiden dan IJIJD 1945 yang telah 4 kali diamandemen dan Undang-Undang, dan balmnhukum
sekunder Literaflr yang menunjang temasuk hasil-hasil penelitian sebeltnnnya sefia bahan huhun
rersicryang berupa kamw dan ensiklopedi.
III. PEMBAHASAN
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Lembdga yu.likatif Pru Kemerdekaan sanapi UaD 1915
Salah satu pokok yang menjadi pusat perhatian ilmu hukum di sepanjang sejarah
kekusaan ,udikatif, yaitu kepcntingan egara diwalili oleh pemerinta[ sedangkan kepentingan
rakyat diinstitusiona.lisasikan melalui parlemen dan kekuasaan hukum dijalankan oleh lembaga
y:dikatif.Ada kekuasaan yudilatifyang bersifat sentralistis yang dilaksanalan oleh Mahkamah
Agung (MA), dan ada pula negara yang mendistribusikan kedalam dua cabang masi4-masing
dijala an oleh Mahkarnah agung dan Mabkamah konstitusi yang bertugas melindungi konstitusi.
Dalam rumusan UllD I 945 pra kemerdekaan secara riil tidak mengadopsi ide tersebut, karena
the 
.founding father belum memandang perlu membentuk membentuk kekrnsaan Supreme
Court yang dapal me-review undang-undang atau peratuan perundang-undangan guna
diselamskan dcngan UUD 1945.
Daniel S.Lev. mengatakan, bahwa perhatian para pendiri [ndonesia banyak te$ita dalam upaya-
upaya merealisasikan kesatuan dan persahran msional saj4 serta banyak mengabaikan movasF
inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat serta negara. Pam pendiri negara banyak bicara
soal cila-cita, al(all tetapi ketila dihadapkan pada kenyataa! untuk merealisasikannyatemyata
banyak yang tidak siap dengan rcrcana sfategik untuk menentukan perubahan-perubahan. Ketika
dihadapkan dengan persoalan-persoalan dan realita yang ada, paxa elit negara cendrung mencari
pemecahan dengan merujuk ke petunj uk-petunj uk lama yang pemah mereka kenal pada masa
la.lu Usrl-usul inovatifuntrk membual tembosan seperti M. Yamin untrkmemberikan kewenangan
kepada Supreme Court guna melakukan peninjauan dan penilaian terhadap selr,ruh produk
perundang-undangan yang ada terbentur pada keberatan Soepomo yang lebih menyukai model-
model kclembagaan ketatanegaraan yang selama ini sudah dikenal baik oleh pakar-pakar hukum
di Indoncsia (Soelandyo Wignjosocbroto, 1994: I 89).
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LIUD I 945 ya'lg ditetapkan melalui l3erita Negam tahun II No. 7 tertanggal I5 Februari
tahun 1946. hal ihwal kekuasaan yudikatifdicantumkan dalam Bab lX, seperti yang dimuat
da.lam Pasal 24 ayai ( I ) tfuD I 945: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Malkarnah Agrmg,
dan lain-lain badan kehakiman mcnuut undang-tudang, selanjutnya yat (2); Susunan dan
kekuasaan kebakiman diatur dengan undang-tmdang".
Tidak banyak yang <lapat diutamkan terkait dengan pelaksanaan kekuasaan )udikatifsepanjang
periode awal berlakunya ULJD 1945, dikal€nakan sihrasi negarapada saat itu cendrung bergejolak
tidak menentq kalena Inggris mendaratkan tentara India di Padang. Di samping itu kclanjutannya
pemerintah Belanda merealisasikan negara federal atas negara kesatuan.
Lembaga Yudikatif pada Priode Konstitusi RIS 1949
Konstih$i RIS 1949 adalah konstitusi Republik II yang secara substadifmenganut asas-
asas urnum sebagairnana l^zinmya terdapat dalam hukum dasar. Asas-asas umum meliputi, negara
berdasarkan huL-um, jaminan hak asasi manusia dan persamaan di muka hukum, kebebasan
berkumpul maupun berpendapat, di samping kekuasaan yudikatiufyang mandiri.
Kewenangan Mahkamah Agung dalam konstitusi RIS I 949 tidak diatur melalui sub
judul sebagaimana dalam IIUD 1 945 yang disebut Kekuasaai kehakiman. Hal ini disebabkan
kalena pembentuk konstitusi RIS 1949 sangat menyadari bahwa pengaturan egara secam
federalistik tidak menghendaki adanya sent'alisasi da.lam enempkan fungsi merneriksa mengadili
dan memutus p€rkar4 kecuali pengadilan-p€ngadilan dimaksud enganjelas telah keliru dalam
menemplcan hukum. Aninya pemerintah negara bagian secara konstitusional memiliki kemandirian
untuk membentuk dan rnenjalaikan fungsi mengadili dan memutus, yang tentu saja secara
administratiftetap berada di bawah pengawasan Mahkarnah Agung Federal. oleh sebab i1u,
dalam Bab ke-IV Pasal I 13 Konstitusi RIS 1949 direntukarq bahwa Mahkamah Agung yang
tersusun dan kekuasaamya diatur dengan undang-rmdang liieral.
Dalarn Pasal 147 ayat (l ) Konstitusi RIS 1949 ditentukan, bahwa Mahkamah Agung
Indonesia dalah pengadilan fedeml tertinggi. Sedangkan pengadilan federal-fedeml yang lain
dapat diadakan dengan undang-undang federal. Dalam distrik federal Jakarta akan dibentuk
sekurang-kurangnya s tu peradilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama dan sekumng-
kurangnya saru pengadi lar Lingkat handing.
Mahkamal Agung di bawah Konstitusi RIS 1949 dapatjuga dijadikan forum untuk
mengadili pej abat-pejabat negara yang pada masaj abatannya diduga melakr:kan pelanggaran
hukum (Forum previligiantum),.jadi ada mekanisme pertalggmgjawaban hukum dari pejabat
negara yang kerap kali dikategorikan sebagai perlanggungjawaban finansial, politis, dan pidana.
Dengan demikian, negam hukum dalam bingkai Konstitusi RIS 1949 memillk:,safeguardyang
adequate lethadappenyalahgunaar kekua.saan yalg dilakukan oleh eksekutil legislatit dan
luttiladf
PadaKonstitusi RIS 1949, pengadilan-pengadilan selain MalkamahAgung berwenang
menemukan dan menyatakan suatu undang-undang egara bagian yang mendasari sualu perkara
tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi pengadilan-pengadilan ini tidak diberi wewenang untuk
memutus perkamterscbut. Artinya putusan linal dan mengikat tetap beFda di puncak ewenangan
Mahkamah Agung. Ketentuan tersebul lerdapat dalam Pasal 158 Konslitusi RIS 1949 yang
menyatakan:
"Jika dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana pengadilan lain daripada
Malrkamah Agung menyatakan suafu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan tau undang-
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undang daerah bagian tak menurut konstitusi, dan Mahkamah Agung karena suatu sebab
memeriksa perkara itu, maka kar€naj abaiannya ia memp€rtimbangkan dalam keputusannya
apakah pemyataan tidak menuut konstihlsi itu dilakukan pada tempatnya."
I-Ial ini sebatas psdaundang-undang egara bagian saj4 dengan kata lain undang-undang
federal tidak dapat diganggu gugat. Dafi ketentuan i ijelas, bahwa yang dapat diuji secam materiil
atau dengan menggunakan kata-kata dalam Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS 1949, bahwa
yang dapat diganggu gugat adalah tmdang-undang daerah bagian
Yudikarf Priode AWS 1950
Padasaat be akunyaulDs 1950rP'j|a\Suryne Corrt semakin tidak terlitEt kecuali
sebagaiperadilaltertinggiyangmenbarahi peradilan lairmya. DalamPasal 106 ayat(1) ULDS
I 950 ditentukan, bahwa &rpreme Court adala\peradilan egara rertinggi .Karcr,aitn, Supreme
Cor.l/t melakukan pengawasan tertinggi atas p€rbuatan pengadilan-psngadilan y g lair! menruut
aturan-ahran yallg ditetapkandenganmdang-undang, Seperti halnyaKonslitusi RIS 1949, organ
peradilan teninggi ini di bawah ULrDS 1950juga dapat berperan s€bagai forum peradilan yang
digwnkan untuk mengadili pej abarpejabat negara yang diduga melakukan kej ahatan j abatan
dan tindak l(riminal atau pelanggaran yang sebagaimara ditenhrkan oleh wrdang-wrdang.
Dalam perjalanannya" padaRapar Plenotahun 1975 terdapat agendauntukmengumpulkEn
materi yang perlu dimasukkan ke dalam UUD. Meskipun Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950
menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, tetapi ketika Soeprapto,
sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyrmg Nasution, mengusulkan agar dimasukkan ke da.lam
UUD baru sebuah pasal yang nenyatakan bahwa undang-undang yarg tidak bertentangan dengan
IIUD tidak dapat diganggu gugat. Ia berp€ndapat, bahwa hal ini akan memudaikan Srpreme
Coar di Indonesia untuk nelakukan hal yang sama seqrtisupreme Cowt dlAmerika Serikat.
Sehinggamenjadi lembaganeg@yang mengambil kepuusanyang menyangku siat konstitsional
perundangudangan (Adrn Buyung Nasution, I995 :237).
Pada waktu itu IKHI juga mendukung dengan memberikanrekomendasi, bbahwa
kompetensi undang-undang terhadap UUD diserahka.n kepada lembaga ).udikatifyang harus
berdiri bebas merdeka dan b€nar-benar terpisah dari kekuasaan egara lainnya. Sedangkan
Hermanu Kadodireo (PKI) juga merujuk pada rekomendasi IKHI mengenai hak uj i materiil,
dan menyatakan apakah sebuah undang-undang, peratwan, atau keputusan pemerintah
bert€ntangan dengan UIID dapat dibedkal kepada:
1. Parlemen (Snprerne Parlemen)i
2. Maikamah Agung (Supreme Court)i
3. Pengadilan Konstituslywtgbu\ (Supreme Constitulion Cowt\ (Ad\tut Buyung Nasution,
1995:237).
Gejala awal dapat diperlilutkan melalui pemikimn yang berkembang dalam sidang
Konstituante dan mulai menampakkan diri pada tahun 1957. Hak Suprene Cou, untuk
membatalkan pmduk legislasi, di satu sisi memang memperliha&an adanya pelanggamn terhadap
prinsip trikotomi pemisahan kekuasaan, dan hak-hak lembaga-lembaga negara lain dalam
menentukan arah kebijaksanaan egara yang dipandang konstitusional. Tetapi di sisi lain,
pengawasan hukum oleh kekuasaan lrdikatifsebenamya adalah upaya untuk mewujudkan
penerapan hukum yang idaki\enthak (impqfial) Sebab, dalam konstitnsi terdapatpembatasan
atas penggunaan kekuasaan legislatif. Karena itulah kewenangan kekuasaan yudikatifuntuk
rnenyataka.n konstih$ionalitas pemndang-undangan sebailoya dilihat sebagai kiba adanya potensi
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pelanggaran batas-batas kekuasaan egara yang mungkin saj a dilakukan oleh legislator atau
cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Saat ini membica&kan kewenangan ludikatifdalam hukum dan kedudukannya yang
netral, niscaya pemahaman tentary hakikat kekuasaan yudikatifyang menj adi subyek hukurn
tala negara be€da dalam urutan yang pertama, dengan demikian negara yang demokratis akan
selalu mendorong dan melakukan pengawasan terhadap perfonhance l glslarot dan administator
dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan yrridis dilakukan unhrk mengendalikanj alannya
pemerintahan dan aturan hulum yaog berlaku. Sistem pengawasan yang bebas dan merdeka,
dalam alam demokrasi dianggap aling penting agar kekuasaan pemerintahan negam tetap berada
dalamjalur seperti yang telah disepakati (Sarip, 2007).
yudikotif setelah Dekit Prcsi.len 5 Juli 1959
Padatanggal 19 Februari 1959 kabinet Juandatelah mengarnbil keputusan dengan suara
bulat mengenai pelaksanaan demokrasi teryimpin dalam perspeLlifkernbali untuk melaksanakan
UUD I 945 . Presiden dan pemerintah pada saat itu secara imajiner mengilustrasikan bahwa
konstituante tela.h gagal mencapai kesepakatan guna membenluk IIIID baru. Pada tanggal 2
Maret 1959 Perdana Mente Juanda membeti penjelasan pada rapat pleno DPR mengenai
ha$at pemerintah menegubkan kembali LltlD 1945.
Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekamo menyampaikan kepada Konstituante
aajuran Presiden dan pemerintah untuk kembali pada IJIJD 1945, anjuran itu terdiri dari tiga
bagian:
1. Tentang LltlD 1945;
2. Mengenai prosedur kembali pada UUD 1945;
3. Keharusan golongan imgsional dalam DPR (Ismail Sunny, 1965 r178)
Menghadapi jalan buntu seperti yang diimaj inasikan oleh Soekamo dan tim suksesnya
itu, berlandaskan pada dekrit 5 Juli I 959 Konstituante dibubarkan, di samping menetapkan
kembali pada LltlD I 94 5 dan terhitung sej ak had tanggal penetapan dehit I 95 9, maka UUD
1945 berlaku kembali. Di bawah IILID 1945 kekuasaan ]'udikatifdiatur dalam Pasal24 ayat (1)
yang s€cara sede*rana menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilalaanakan oleh MahkamahAgung
dan lainJain badan peradilan menruut undang-rmdang". Jadi susunan daxi badan lrudikatifakan
diatur lebih lanjut dengan rmdang-undang. Melalui penj elasan UUD 1 945 kekuasaan yudikatif
dijelaskan sebagai kekuasaan yang merdek4 artinya terlepas dad pengaruh kekuasaan pemedntah.
Sehubungan dengal hal itu, maka perlu diadakan jaminan dalam undang-undang lentang
kedudukan para hakim.
Setelah lruD 1945 diberlakukan, dalam tempo kwang lebih lima tahtu1 setelah itu,
pemerintah melahirkan LIfl No. 19 tahun 1964 sebagai sinyalemen dari degenarasi kekuasaan
yudikatif dengan cara membalikkan frasa yang terdapat dalam penjelasan t]lID I 945. Sepertj
dimaklumi bahwa penjelasan Pasal I 9 Ull No. 19 tahun 1 964, dij elaskan bahwa:"Pengadilan
adalahtidak bebas dari pengaruh kckuasaan ekselortifdan legislatif'(Oemar SenoAdji, 1983:46).
Hal ini sejalan dengan politik Sockamo dengan urtgkapar' "Met juristen, geen rerolutie maken "
(benama dengan abli hukum tidak ada revolusi yang bisa diperbuat). Pemyataan Soekamo yang
sangat dikenal dikalangan sarlana hukum ini menggambarkan sikap tidak memahami t dak mau
memalami arti penting hukum yangjustru dilakukan pada rnaqa-masa toarlsisi. Perlu diakui behwa
konsep hukum yang terkandung dalam ide rli Ie oflaw, jtstn dthadapi oleh serangan ofensif
yang dilakukan terhadap UUD I 945 .
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Pada tahun 1965 berlangsung usaha kudeta yang gagal. Tetapi, s€perti terlihat pasca
kudeta perbincaqan negara hukurn bangkit kembali s€bagai reaksi terhadap demolaasi terpimpirl
Kajena itu doktrin negara hukum menjadi pusat perhatian daxi segenap komunitas hukum
daaaaaaaan mempengaruhi prcs€s akselerasi pembentukao UU No. 14 tahrm 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Pengadilan secara tiba-tiba, memperoleh perhatian yang lebih besar dari pada masa
sebelumnya dalam sejamh kemerdekaan l donesi4 terutama sebagai simbol adanya perubahan
pandangan terhadap negan hukutrL pandangan yang sangat menekankan pembedan j arninan
terhadap hak peFeorangan danpembatasan tas kekMsaan[Dlitik, sertapandangan yang melihat
bahwa pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga rnanapun.
Mencernati kejadian tersebut, maka menurut UU No. 4 tahun 2004 Jo tIU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemui lagi. Di mana sebelumnya pemah
diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, dengan demikian naka yang terjadi,
bahwa setiap putusan MA yang m€nyatakan peratuan prundang-undangan dibau?h undang-
undang tidak sah, maka dengan sendirinya keputusan i i merupakan hukum yang mengikat baik
terhadap ihak yang berperkara maupun tidak.
Lembaga yudikatif seleldh Ams,tdemen AAD 1915
Seiring perjalananwakt4 telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan terhadap UUD 1945,
hal ini menandai telal dilakukannya reformasi fiudamental dalam sistem ketetaregaraar di
Indonesi4 yang sekaligus dapat dilihat sebagai usaha ba[gsa lrdonesia untuk memperbaiki dan
menyempumakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negara yang selarna ini dapgl dikalakan
belum mengakomodasi tuntutan kebuhrlun negara modem yang demokatis dan menghargai
zupremasi hukwn.
Dahm UUD 1945, hasil amandemen kekuasaan yudikarifdilakukan oleh s4mme court
(MA) dan constitutional court 1MK). Kedua lembaga yudikatifte$ebut dilengkapi dengan
kewenangan memeriks4 mengadili danrnemutus sejun ah perkara hukum. S&rcme cott dalah
lembaga yudikatif tingkat kasasi dan mengadili sengketa hukum yang timbul dari peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undarg, sedarLgkarL Constitutional coult beth)gas
menyelesaikan perseteruan hukum yang timbul dari undang-undang terhadap UUD, sengketa
antar lembaga negar4 pembubaran partai politi! impeacmeht Wesider'.lni semua dalah unnlk
menegak:kan keadilan dan kebenamn berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pdikatifyang
dicita-cie.kan dalam negala hukum atau sering disebut kedaulatan hukum.
Sistem kekuasaan )'udikatifyang te$agi dalam dua kekuasaan adalah asil produk sejarah
yang panj ang dari sistem ketatanegaraan. Selain itu, merupakan kreasi dari sistem hukum dan
politik yang dikembargkan oleh keluarya hukum yang dianu! yaitu civtl iar./ (Eropa kontinental)
da!\ cothtuon law(Amerika Serikat). Pe$edaan mendasar yalg tampak dalam lembaga ludikatif
disatu sisi telah memb€datan kekuasaan yudikdifyang dipenganrhi oleh model yaig berlcmbang
pada negara Eropa kontinental dan Arnerika Serikat. Dalarn sistem di Amerika Seritat, organ
yudikatifumum dapat menguj i produk hukum seperti apa yang dilakukur oleh constitutiondl
court dirregara-negara_Eropa. Sedangkan pada sistem Eropa kontinental pelsoalan konstitusi
memang dibedakan dari hoknbiam (ordiwry laws\ Oleh karena itu, kewenalgan konsihrsional
review sama sekali terpisah dari sistem konvensional yudikatifumun. Akan letapi jika hakim
ludikatifumum dan pihak berperkara meragukan konstitusionalitas perundang-udaogan yang
mendasari perkara mereka, dalam sistem yalg berlaku di negara Eropa dewasa ini, masing-
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masing pihak dapat mengajukan permohonan kepada Constitutional court !m\K
menyelenggarakancokstitutional re ev.
Berdasarkan umian di atas, bahwa dinamika perkembongan lembaga ],udikatifyang te{adi
di Indonesia adalah dalam rangka ingin mewujudkan negara hukum yang di dalamnya
mendambakan adanya supremasi hukum, yaitu hukum di atas segala-galanya yang dalam
penerapannya sangat ditentukan oleh lembaga yang mengemban tugas dan wewenang untuk
menyelenggamkan penegakan hukum (lembaga peradilan). Adapun lembaga peradilan yang
mencerminkan salah satu cii atau unsur negam hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak
memthak (ihd e p e n d e nt).
FaktoFfaktor Penghambaf untuk Mewujudksn Lembag.yudikatif yang Independen
Indonesia adalah negar ahrk.nn (rechtsEtaat), yang tercantun dalam penj elasan UIJD
I 945 yang setelah perubahan ketiga LIJD 1 945 (yang meniadakan penjelasar LrUD I 945) dan
isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal pada batang tubuh, maka istilah(rechtsstaat ikut ditiadakan), tetapi prinsip negara hukum tersebut dicanturnkan dalam pasal 1
ayat (3) lruD Nzu I 945 yang menyatakan, bahwa ,Negara Indonesia dalah negara hukum',,
yang tereksplisitjuga dalam pasal-pasal UUD 1945, yang mempakan penerimaan I donesia
atas prinsip negara hukun.
Dalam ralgka mewujudkan prinsip negara hukum yang mensayaratkan danya peradilan
yang bebas dan tidak memihak (indevenden). Pada kenyataannya terdapat faktor penghambat.
Karena lembaga peradilan merupakan bagian dad sistem hukum yadg terdiri dari seperangkat
bagian-bagian sistem yang berhubungan satu sana lain yang beke{a sendiri-sendiri atau bersama-
sarna dalam rangka menuj u tujuan bersam4 di tengah-tengah suatu lingkungan yang kompleks.
Oleh karenanya faktorpenghambat untuk mewujudkan lembaga yudikat'rfyang indevenden dapat
dikaj i dari pendapat L. M. Friedman tentang bekerja hukum yang <lapat dianalisis ke dalam tiga
komponer! yaitu:
a. legalstructure(strulfturhukum);
b. legal zubstance (substaasi hukurn);
c, legal culture Oudaya hukunl).
Ad,a" Legal structute (struktuhuktun), unhrk memalami struktur hukum di Indonesia
dapal diiihat dari kompleksitas birokrasi !,enegakan hukura baik dari sisi kuantitas mauDu kualitas
dari penegakan huhm belum dapat be€eral secan efektifdan efisien dalam mencapai tuj uan
penegakan hukum. Lebihlebih apabila dilihat dari perilaku hukum dari para penegak hukum
baik, polisi, jaksa hakim dan petugas lapas yang "tidak baik ', atau meminj am ucapan prof. 'lj ip,
merupakan cara berhul-um yang tidak baik, keadaan demikianjuga sangat beryengaruh pada
kinerj a dari para penegak hukum tcrutarna hakim yang merupakan bagian da.i penegak hukurn.
Adb.S bslazce (substansi hul1rm), yaitu aturd4 nonn4 dan pola perilaku nyata manusia
yang berada dalam sistem tersebut, substansi j uga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-
orang yang berada dalam sistem itu. Hal ini dapat mencakup keputusan yang mereka keluarkan,
ahlan baru yang mcreka susun. dan dapat j uga berupa ,lrvirg /aw (hukum yang hidup dalam
masyarakat). dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang.
Atumn hukurn sebagai lat untuk mcnanggulangi kejahataa penmusannya harus mengikuti kaidah
yary baik, aspiratil adil, dan dapat dilaksanaka[ Akan tetapi apabila perumusan undang-
rmdangnya tidak baik, hal ini j ustru akan berakibat sebagai faklor kriminogen atau penyebab
timbuJnya kejahatan bahkan sanpai saat ini walaupun Indonesia sudah ampir 65 tahrm merdeka
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mrsih sekitar 3 80 pemturan perwrdang-urdangan peninggalan kolonial yang masih dibedala*an
dan belum dirubah atau diganti, hal demikian merupakan salah satu faktor penghambat dalam hal
Indonesia kan mencapai supemasi hukum.
Ad c. Legal culture (budaya hukum), keterpun*an hukwn di Indonesia tidak semata-
mata kesalahan dari pembentuk r.mdang-undang, teiapi dalam mengkaj i maslaha hukum harus
dilihat secam komperhensif, utuh tidak farsial. Untuk menjelaskan kondisi tersebut menggunakm
pendekatan sistem hukum yang terbuka, karcna sistem hukum yang sesungguhnya tidak kebal
terhadap engaruh Lingkugannya tau faktor ekstralruidis, terutama rnenyangkut masalah budaya
lnrhrn.
Pada negara yang sedang berkembang sepedi Indonesi4 budaya hukum masyamkat
mzupun budala hukrn penegak hukum sargat memegang peranan penting baik dalam pembuatan
huku4 penegakan hukum maupun pelaksaruan hukum, karena tanpa budaya hukum yang baik,
sebeik-baikanya lerrbaga hukum, substansi hukum nirayaperagakan hukum tidak dapat berja.lan
deryan baik lebih-lebih lembaga peradilan yang ditunht untuk tdevenden sebagai pencerminan
dari keberhasilan supremasi hukum. karena budaya hukum melekat pada siapa saja, baik
penyelenggam negan, penegak hukum, penerap huykum dan rusyamkat luas.
Berdasarkan uraian tentang bekerj anya hukum di atas, maka faktor penghambat dalain
pencapaian i devendensi dari lembaga peradilan ti&k hanya dari sisi penegak hukumnya (/aw
enforcement) saja, tetapijuga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum
penyel€nggara negara, penegak hukum, penerap hukum danjuga masyarakat pada umunurya
yarBbelum mendukung untuk terwujudnya negam hukum dan supremasi hukum yang kita cita-
citakan.
IV PENUTUP
l. Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukurn nasional sangat
dipengaruhi oleh adanya sejarah pe*embangan konstitusi yang bedaku di Indo[esi4
yang dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbenhrknya UUD 1945, rusa
berlaLu konstitusi zuS 1 949, periode UUDS I 950, masa setelah dekit presiden 5
Juli 1959 sampai masa sekarang ini setelah amandemen yang keempat dari (IIJD
NRI 1945 dengan tujuan ingin meuujudkan lembaga yudikatif yang sesuai dengan
cita bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hukum.
2. Faktorpenghambat dalam pencapaian independensi dad lembaga peradilan tidak
hanya dari sisi penegak h\k|mnya (law enforcet e,?t) saja, tetapijuga dari substansi
hukum dan budaya hukum. baik budaya hukum penyelenggara negara, penegak
huku4 penoap hukum danjuga masyanka pada unumnya yang belum mendukr.ug
tmtuk lenlljudnya negara hukum dan zupremasi hukum yang kita citarita
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